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ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat urgen bagi manusia. Melalui
perkawinan manusia dapat melanjutkan keturunan secara sah dan terhormat. Salah
satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah
perkawinan poligami. Poligami diartikan dengan seorang laki-laki yang memiliki
lebih dari satu isteri dalam waktu yang bersamaan. Dalam Islam kebolehan poligami
didasarkan kepada al-Qur’an (an-Nisa’(4): 3) dan as-Sunnah Nabi Saw. maksimal
sampai empat isteri. Para Ulama berbeda pendapat tentang kebolehan poligami
dalam Islam serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak
berpoligami.

Di Indonesia kebolehan poligami diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 4 UU No. 1 tahun 1974 dan
pasal 57 KHI, disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada
suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: 1). Isteri tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai isteri, 2). Isteri mendapat cacat badan atau
penyakit yang tidak dapat disembuhkan, 3). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2011 pernah memberi putusan tentang
izin poligami dengan alasan karena calon isteri kedua seorang janda yang sudah
dikaruniai 3 orang anak dan juga karena pemohon ingin mempunyai anak lagi.
Alasan pemohon tersebut tidak sesuai dengan aturan tersebut di atas. Oleh karena
itu, hal ini signifikan untuk diteliti. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimana dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan
oleh Hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami pemohon tersebut
serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum
Hakim tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang bersifat
perskriftif (penilaian). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
berupa dokumentasi, yakni putusan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta No.
0321/Pdt.G/2011/PA.Yk sebagai data primer yang ditambah dengan wawancara
sebagai data pendukung. Dalam menganalisa permasalahan yang ada penyusun
menggunakan metode analisis data kualitatif dengan menggunakan cara berfikir
induktif, yaitu dengan meneliti putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.
0321/Pdt.G/2011/PA.Yk secara khusus, kemudian putusan tersebut dianalisis secara
deduktif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, apakah putusan Hakim
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil
yang ada, yakni: al-Qur’an, hadis, kaidah figh dan pendapat ulama.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa yang menjadi dasar dan
pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini adalah demi kemaslahatan, dengan
dasar hukum tertulis dan tidak tertulis serta berbagai pertimbangan sesuai dengan
konteks yang ada. Dalam kasus ini Hakim menyimpangi pasal 4 UU No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan pasal 57 KHI, karena Hakim berpendapat, bahwa
unsur kemaslahatan harus diutamakan bagi pihak yang bersangkutan, sekalipun
dengan menyimpagi aturan yang ada, karena pada dasarnya aturan dibuat untuk
mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan. Tinjauan hukum Islam terhadap dasar
dan pertimbangan hukum Hakim tersebut dalam memutus perkara ini, telah sesuai
dengan hukum Islam. Hakim dalam bertindak disamping megakomodir aturan yang
ditetapkan negara, juga mengakomodir nilai-nilai ajaran Islam, yakni kemaslahatan
dan menghindari kemafsadatan.
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“Dan carilah apa yang telah dianugerahRan Allah Swt Repadamu
(Rebahagiaan) negeri akfiirat, dan janganlah engRau melupakan
bagianmu dari (Renikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (Repada
orang lain) sebagaimana Allah Swt telah berbuat baik Repadamu, dan
janganlah Ramu berbuat Rerusakan di (mukRa) bumi. Sesungguhnya
Allah Swt tidaR menyuRai orang-orang yang berbuat RerusaRan’.
(Q.S. Al-Qasas: 77)
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna. Kesempurnaannya itu dapat
dilihat dari ajaran-ajarannya yang sangat sesuai dengan kemaslahatan manusia.
Salah satu ajaran tersebut yang sangat penting adalah anjuran untuk menikah
bagi yang sudah mampu. Mampu di sini, baik secara lahir maupun secara batin.
Secara kodrati setiap manusia pasti mempunyai keinginan untuk menikah. Hal
ini membuktikan, bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting
bagi manusia.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
disebutkan, bahwa perkawinan adalah :

“ Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” *

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam
masyarakat muslim adalah poligami.? Bentuk perkawinan ini dalam
masyarakat modern merupakan masalah kontroversial, karena dianggap akan
merugikan pihak perempuan/isteri. Oleh karena itu, di berbagai negara di
belahan dunia ada yang melarang poligami dan ada yang membolehkannya

dengan syarat-syarat tertentu.

! pasal 1.

2 Musdah Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami, (Jakarta : Lembaga Kajian Agama
dan Gender, Perserikatan Solidaritas Perempuan, dan The Asia Foundation, 1999), him. 2.



Dalil yang digunakan tentang kebolehan poligami dalam Islam adalah
firman Allah Swt :

a9ty e pludl) (e oSl ila Le ) ek B aid) B ) glaudi YT 44 ()
%) ol sai VT ol Qi3 Ak Lagl ASLa La gf Blaa) g8 1 g8 aa VT 384 o\
Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan melakukan
poligami yang didasarkan pada ayat tersebut. Pendapat M. Quraish Shihab,
bahwa surat an-Nisa’ (4): 3 di atas hanya berbicara tentang kebolehan
poligami, itu pun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilakukan saat
amat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan.* Al-Maragi berpendapat,
bahwa kebolehan poligami yang didasarkan pada surah an-Nisa’ (4): 3
tersebut, merupakan poligami yang diperketat, poligami diperbolehkan hanya
dalam keadaan darurat, yang hanya boleh dilakukan bagi orang yang benar-
benar membutuhkan seperti dalam kondisi: isteri mandul, isteri sudah tua
(menopause), dan jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki dengan

perbandingan yang mencolok.”
Adapun pendapat Muhammad ‘Abduh, sebagaimana dikutip oleh
Khoiruddin Nasution, poligami yang tujuannya untuk kesenangan hukumnya
haram dan jika alasannya untuk memenuhi kebutuhan biologis menjadi tidak

boleh, akan tetapi jika alasannya karena darurat, maka kemungkinan untuk

® An-Nisa’ (4): 3.

* M. Quraish Shihab, Perempuan : dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut’ah sampai
Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), him. 184.

> Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, alih bahasa oleh Bahrun Abu Bakar dan
Hery Noer Aly, cet. ke-2, (Semarang: Toha Putra, 1993), IV: 326-327.



melakukannya tetap ada yang disertai dengan syarat mampu berlaku adil
terhadap isteri-isterinya.®

Di berbagai negara dunia muslim sendiri ada yang membolehkan
poligami dengan syarat-syarat tertentu dan ada juga yang melarangnya.” Di
Indonesia kebolehan poligami diatur dalam peraturan perundang-undangan,
yakni dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada dasarnya peraturan
perundang-undangan ini berdasarkan asas pernikahan monogami.® Undang-
undang ini menginginkan dalam satu keluarga itu hanya memiliki satu orang
isteri dan satu orang suami, akan tetapi ada kemungkinan untuk melakukan
poligami dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu syarat untuk melakukan poligami adalah harus mendapat
izin dari Pengadilan Agama, dengan cara mengajukan permohonan ke
Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Jika tidak ada izin poligami
dari Pengadilan Agama, maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan

hukum.®

® Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad
‘Abduh, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), him. 102-104.

7 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan
Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, (Yogyakarta ; ACAdeMIA+TAZZAFA,2009), him. 299.

# Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,Pasal 3 ayat (1).

¥ Kompilasi Hukum Islam,Pasal 56 ayat (1 dan 3).



Pengadilan Agama dalam hal ini Hakim mempunyai peran yang sangat
penting dalam memberikan izin poligami. Pertimbangan Hakim dalam perkara
perizinan berpoligami merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji,
karena pertimbangan Hakim tersebut akan menentukan boleh tidaknya
berpoligami.

Salah satu Pengadilan Agama yang ada di wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) adalah Pengadilan Agama Yogyakarta. Pengadilan Agama
Yogyakarta merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama yang berada di
Kota Yogyakarta. Pengadilan Agama Yogayakarta pada tahun 2011 pernah
memberikan putusan mengenai izin poligami. Hal ini dapat dilihat dalam
putusan perkara nomor : 0321/Pdt. G/2011/PA. YK.

Dalam putusannya Pengadilan Agama Yogyakarta mengabulkan
permohonan pemohon untuk melakukan poligami dengan alasan karena calon
isteri kedua seorang janda cerai mati yang sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak
dan juga karena pemohon ingin mempunyai anak (kandung) lagi.’® Dalam
kenyataanya keadaan rumah tangga pemohon dengan isteri pemohon yang
pertama dalam keadaan harmonis dan sudah dikaruniai seorang anak
perempuan dan ikatan perkawinan ini sudah berlangsung selama kurang lebih
22 tahun. Secara finansial kondisi suami dengan pendapatan antara 5 juta
sampai 10 juta rupiah perbulan memang memungkinkan untuk dapat
memenuhi  keperluan-keperluan isteri-isteri dan anak-anaknya. Tidak

dipungkiri memang keinginan untuk mempunyai keturunan itu merupakan

1 pytusan No: 0321/Pdt.G/2011/PA.Yk.



suatu hal yang sangat wajar dan manusiawi, ini sesuai dengan salah satu tujuan
perkawinan, yakni untuk melanjutkan keturunan.

Dalam kasus di atas apabila dikaitkan dengan Undang-undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang
merupakan acuan utama bagi Hakim dalam memutuskan suatu perkara,
disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang
akan beristeri lebih dari seorang apabila memenuhi syarat-syarat yang sudah
ditetapkan. Syarat-syarat tersebut ada yang bersifat kumulatif dan alternatif,
yang dimaksud dengan persyaratan kumulatif berarti suami harus memnubhi
semua persyaratan yang ditetapkan, yakni :

1. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri;

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu memenuhi keperluan hidup
isteri-isteri dan anak-anaknya;

3. Adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri

dan anak-anaknya.'!
Adapun persyaratan yang bersifat alternatif, yaitu :
4. lsteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

5. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

6. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*?

Kedua aturan tersebut tidak menjelaskan adanya alasan yang kuat bagi
Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengabulkan

permohonan pemohon tersebut dengan alasan karena calon isteri kedua seorang

" Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat (1) dan KHI
Pasal 55 dan 58.

12 |bid., Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 57.



janda cerai mati dengan dikaruniai 3 (tiga) anak dan juga karena pemohon
sangat ingin mempunyai anak (kandung) lagi. Alasan pemohon tersebut tidak
memenuhi tiga alasan yang bersifat alternatif yang disebutkan. Penyusun tetap
berkeyakinan, bahwa Majelis Hakim pasti memiliki dasar dan pertimbangan
yang kuat, sehingga memutuskan untuk memberikan izin poligami kepada
pemohon. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk melakukan penelitian
lebih lanjut untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai dasar dan
pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengabulkan
permohonan izin berpoligami pemohon tersebut.

Penyusun memilih Pengadilan Agama Yogyakarta, karena selain
letaknya yang strategis, yakni berada di kota Yogyakarta, sehingga perkara
yang ditangani Pengadilan Agama Yogyakarta tentunya sangat kompleks dan
bervariasi sesuai kehidupan masyarakat kota yang sangat kompleks dan
heterogen. Selama tahun 2011 terdapat empat perkara permohonan izin
poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta dan penyusun hanya memilih salah
satu dari perkara tersebut, yakni perkara No. 0321/Pdt. G/2011/PA.Yk.
Penyusun memilih perkara tersebut, karena menurut penyusun perkara tersebut
cukup menarik, yang mana alasan pemohon untuk menikah lagi (berpoligami)
karena calon isteri kedua pemohon tersebut seorang janda yang sudah
dikarunia 3 orang anak dan juga karena pemohon ingin mempunyai anak lagi.
Dalam kenyataannya pemohon dengan isterinya yang pertama sudah dikarunia

seorang anak perempuan.



B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan pokok permasalahan
yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimanakah dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh
Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No. 0321/Pdt. G/
2011/PA. YKk ?

2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan
hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam memutuskan

perkara No. 0321/Pdt.G/2011/PA.Yk ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skiripsi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana dasar dan pertimbangan hukum yang
digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara No. 0321/Pdt. G/
2011/PA.YK.

2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan
pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran
dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang
berkaitan dengan masalah poligami.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian terhadap dasar dan

pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama



Yogyakarta dalam memutuskan perkara perizinan poligami, sehingga

dapat dijadikan sebagi bahan pertimbangan untuk selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini dideskripsikan secara singkat beberapa hasil
penelitian yang berbentuk skiripsi yang membahas tentang poligami di
antaranya :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh M. Hafid Aji Pranomo yang
berjudul “Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Tahun
2005-2006 tentang Alasan-Alasan Poligami”.** Dalam skiripsi ini disebutkan,
bahwa izin poligami di Pengadilan Agama Boyolali pada tahun 2005-2006 ada
beberapa perkara. Alasan yang disebutkan adalah karena isteri merasa
sakit/menolak berhubungan seksual dan isteri tidak dapat memberikan
keturunan.

Kedua, skripsi yang berjudul “Alasan-Alasan Poligami di Pengadilan
Agama Sukabumi (Studi terhadap Putusan Tahun 2000-2003).** Dalam skripsi
ini disebutkan, bahwa alasan-alasan poligami dalam putusan perkara
permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2002-2003

sangat bervariasi antara lain : karena isteri pertama sakit atau cacat badan, isteri

3 M. Hafid Aji Pranomo, “Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Boyolali
Tahun 2005-2006 tentang Poligami”, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2007).

Y Dede Rahman Firdaus, “Alasan-Alasan Poligami di Pengadilan Agama Sukabumi
(Studi terhadap Putusan Tahun 2002-2003)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).



mandul, isteri tidak mau dikumpuli dan bersikap dingin, suami telah kawin sirri
dengan wanita lain dan hendak mensahkannya secara hukum positif, sudah
saling mencintai antara suami dengan calon isteri kedua dan untuk menghindari
perbuatan dosa, dan suami telah melakukan koitus dengan calon isteri kedua
dan hendak bertanggungjawab. Beberapa alasan tersebut menyebabkan Hakim
Pengadilan Agama Sukabumi memutuskan untuk mengabulkan permohonan
pemohon, karena secara global telah mencerminkan rasa keadilan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nur Sholihah dengan berjudul
“Alasan-Alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara (Studi Kasus
di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1999-2001)”*°. Dalam skripsi ini
disebutkan beberapa alasan poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun
1999-2001 di antaranya adalah : isteri sakit-sakitan sehingga tidak dapat
melayani suami, isteri tidak dapat melahirkan keturunan, isteri tidak dapat
memenuhi kebutuhan batin suami dan apabila berhubungan intim sangat
terpaksa, isteri terkena penyakit yang tidak dapat dissmbuhkan, mantan isteri
ingin kembali kepada suaminya, sudah saling mencintai antara pemohon
dengan calon isteri kedua dan calon isteri mau membantu mencari nafkah,
sudah nikah sirri dengan wanita lain dan hendak meresmikannya secara hukum

nasional, dan amar ma 'ruf nahi munkar. 16

> Nur Solihah, “Alasan-Alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara (Studi
Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1999-2001) «, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas
Syari’ah TAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).

% 1bid., hlm. 47-54.
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Keempat, skripsi yang berjudul “lIzin Poligami karena Isteri Nusyuz
(Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0006/ Pdt. G/
2010/PA.YK).”'" Dalam skripsi tersebut dijelaskan, bahwa alasan pemohon
untuk berpoligami karena isteri sering menolak Kketika diajak suami
berhubungan badan, sedangkan dirinya dalam keadaan sehat, sehingga dapat
dikatakan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Oleh
karena itu, isteri dapat dikatakan nusyuz. Terhadap alasan tersebut Hakim
memutuskan untuk memberi izin poligami kepada pemohon dengan
pertimbangan bahwa pemohon dikhawatirkan akan melakukan tindakan yang
dilarang oleh agama seperti berzina.

Skripsi yang ditulis oleh Bijak Enhasiwi Putuksuma yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam terhadap Izin Poligami dengan Alasan untuk
Memajukan Bisnis/Usaha (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Wates
No. 0062/Pdt.G/2009/PA.Wt) ”.*® Dalam skripsi ini disebutkan, bahwa alasan
pemohon untuk berpoligami karena untuk memajukan bisnis/usaha pemohon.
Alasan tersebut jelas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Fakta lain
ditemukan, bahwa calon isteri kedua pemohon ternyata sudah dalam keadaan
hamil yang mana fakta ini tidak dituangkan dalam lembaran putusan, karena

Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu merupakan sebuah aib. Berdasarkan

17 Sohkiful Basri, “Izin Poligami karena Isteri Nusyuz (Studi terhadap Putusan Pengadilan
Agama Yogyakarta No. 0006/Pdt. G/2010/PA.YK) ”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).

'8 Bijak Enhasiwi Putusukma “Tinjauan Hukum Islam terhadap Izin Poligami dengan
Alasan untuk Memajukan Bisnis/Usaha (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Wates No.
0062/Pdt.G/2009/PA.Wt)” , Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, (2010).
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fakta tersebut menyebabkan Hakim Pengadilan Agama Wates memutuskan
untuk memberikan izin poligami kepada pemohon dengan pertimbangan masa
depan anak yang dikandung calon isteri kedua tersebut.

Beberapa penelitian yang telah ditelusuri penyusun menunjukkan,
bahwa belum ada penelitian skripsi yang secara khusus membahas tentang
putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0321/Pdt.G/2011/PA.Yk tentang
izin poligami dengan alasan karena calon isteri kedua seorang janda cerai mati
dengan dikarunia 3 (tiga) anak dan juga karena pemohon sangat ingin
mempunyai anak (kandung) lagi. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi
tersebut di atas adalah dalam hal konteks kasus yang diteliti serta tempat dan
tahun perkaranya. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk membahas

dan meneliti tema tersebut dalam skripsi ini.

. Kerangka Teoritik

Hukum Islam yang bersumber pada al-Qur’an dan hadis telah
menetapkan dan menunjukkan aturan-aturan yang bermuatan hukum untuk
ditaati dan diikuti oleh manusia dalam praktek kehidupan. Melalui proses dan
penelitian secara induktif terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan hadis Nabi Saw,
para ulama berkesimpulan, bahwa hukum Islam itu diciptakan dengan tujuan
untuk kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Salah satu aturan yang ada dalam al-Qur’an yang sering menjadi
perdebatan adalah tentang poligami. Kata poligami sendiri berasal dari bahasa

Yunani, yakni dari kata poly atau polus yang berarti banyak dan gamein atau
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gamos yang berarti perkawinan.® Bentuk perkawinan yang di dalamnya
seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri dalam waktu yang
bersamaan pada umumnya disebut poligami.?

Syari’at Islam sesungguhnya tidak pernah menghalalkan sesuatu yang
membahayakan manusia. Oleh karena itu, Allah Swt, membolehkan poligami
bagi orang yang membutuhkan, kemudian memberi syarat hendaknya orang
yang berpoligami dapat berbuat adil pada isterinya, tidak khawatir akan
berbuat dosa akibat poligami tersebut, dan tidak cenderung kepada salah
satunya.”’ Hal ini, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’an yang menjadi
landasan kebolehan berpoligami :

oo iy e pladl) (oSl ila La | gaild i) 8 ) ghaudi Y 2181 ()
2) gloai Wi 3 3 M A Layl Ala La o) B1aa) g8 1 g8 2a5 Y] a4l o

Dalam ayat selanjutnya juga dijelaskan, bahwa keadilan tidak mungkin

dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap isteri-isterinya, sebagaimana

dalam firman Allah Swt :
AilaallS Wy g 38 Jual) JS ) haai Db s ja ol g plaadll () lan () ) gadaiass (g

Blaga | e S &) G 1) IS | galeal ) g

19 Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam, ( Jakarta : Ichtiar Baru VVan Hoeve, 1997), IV : 107.

% Muhammad Thalib, Orang Barat Bicara Poligami, cet. ke-1, (Yogyakarta: Wihdah
Press, 2004), him. 26.

2! yusuf al-Qardhawi, Ruang Lingkup Aktifitas Wanita Muslimah. alih bahasa M. Suri
Sudahri dan Entin Rani’ah R., cet. ke-1, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1996), him. 204.

22 An-Nisa’ (4): 3.
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M. Quraish Shihab berpendapat, bahwa keadilan dalam cinta ada dua
macam, Yyaitu cinta yang lahir atas dorongan perasaan dan akal. Dalam
poligami yang tidak mungkin diwujudkan adalah keadilan dalam cinta
berdasarkan perasaan, sedangkan cinta yang berdasarkan akal dapat diusahakan
manusia, yaitu memperlakukan isteri dengan baik, membiasakan diri untuk
menerima kekurangan-kekurangannya dan memandang semua aspek yang ada
padanya, bukan hanya aspek keburukan ataupun kebaikannya saja.>* Pendapat
M. Quraish Shihab tersebut sejalan dengan pandangan mayoritas ulama pada
umumnya.

Muhammad Syahrir menjelaskan, bahwa sesungguhnya Allah Swt,
tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi Dia
menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus dipenuhi : pertama,
bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak
yatim. Kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada
anak-anak yatim. Kedua syarat tersebut diperoleh Muhammad Syahrar
berdasarkan pemahaman pada “struktur kaidah bahasa” dalam surat an-Nisa’
(4) : 3, tersebut. ®

Kedua ayat tersebut dapat diambil dua kesimpulan yang berkaitan
dengan poligami. Pertama, ayat tersebut hanya berbicara tentang bolehnya

poligami dengan jumlah yang terbatas, yakni maksimal empat orang isteri.

2 An-Nisa’ (4): 129.

2% M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qu 'ran, cet. ke-
1, (Jakarta : Lentera Hati, 1996), him. 582.

®Muhammad Syahriir, Metodologi Figh Islam Kontemporer, alih bahasa Sahiron
Syamsuddin dan Burhanuddin, cet. ke-5, (Yogyakarta : elSAQ Press, 2008), him. 430.
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Kedua, ditetapkannya syarat poligami bahwa suami harus mampu berlaku adil
terhadap isteri-isterinya. Tentang batasan poligami hanya boleh sampai empat
orang selain mendasarkan kepada surah an-Nisa’ (4): 3 tersebut, juga didukung
dengan hadis Nabi Saw, Sebagaimana yang terdapat dalam kasus Gailan bin

Salamah yakni :
(ril) 0 gald dza Craludd Adalad) B3 g pdic Ay alud AR dabu ol (BLE ¢

2, gl O e A Ol A ) e

Adapun dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

masalah poligami diatur pada pasal 3, 4, dan 5 : %’

Pasal 3

1. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh
mempunyai seoranng isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai
seorang suami.

2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri
lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang
bersangkutan.

Pasal 4

1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana
tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib
mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

2. Pegadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin
kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan ;

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

% Al-Imam at-Turmiizi, Sunan at-Turmiizz, (Beirat : Dar al-Fikr, 1403 H / 1983 M), Il :
298, hadis nomor 1128, “Kitab al-Nikah”, Bab Ma Ja’a f il-Rajul Yuslim wa ‘Indahti Asyru al-
Niswah”, hadis dari Ibn Umar.

27 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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Pasal 5

1.

Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut :

a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri
dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak

diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin

dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian,

atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2

(dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat

penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), masalah poligami diatur dalam

pasal 55, 56, 57,58, dan 59.%

Pasal 55

1.

2.

3.

Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya
sampai empat isteri.

Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil
terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Apabila syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) tidak mungkin
dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari
Pengadilan Agama.

Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut
tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9
tahun 1975.

Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat
tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

%8 Kompilasi Hukum Islam.
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Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada sorang suami yang akan
beristeri lebih dari sorang apabila :

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk
memperoleh izin dari Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-
syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan yaitu :

a. Adanya persetujuan isteri.
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup
isteri-isteri dan anak-anak mereka.

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan
Pemerintah No. 9 tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat
diberikan secara tertulis atau lisan, tetapi sekali pun telah ada persetujuan
tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada
sidang Pengadilan Agama.

3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang
suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau
apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya
2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari
Hakim.

Pasal 59

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izn
untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang
diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan
tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang
bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini
isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Keberadaan poligami lebih sebagai usaha jalan keluar daripada
menciptakan masalah. Perbincangan tentang poligami bukan berarti mencoba

menjawab pertanyaan antara monogami dan poligami, tetapi lebih merujuk
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pada kebutuhan kondisi yang ada.?® Dalam hal ini, Hakim Pengadilan Agama
sebagai pemilik otoritas untuk memberikan izin poligami, tentunya harus
memikirkan dan mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya  demi
kemaslahatan bersama dan sedapat mungkin berusaha untuk menghilangkan
atau meminimalisasi kemudaratan. Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah

figh berikut ini :

* e

30 yldal) £33 CJMA.“ «la

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka
atau library research, karena data primer yang digunakan dalam penelitian
ini adalah berupa salinan putusan Hakim, yakni putusan perkara No.
0321/Pdt.G/2011/PA.Yk. tentang izin poligami.

2. Sifat penelitain
Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk
memberikan suatu penilaian terhadap dasar dan pertimbangan hukum yang
digunakan oleh Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta perkara No. 0321/Pdt.G/2009/PA.YK.

3. Teknik pengumpulan data

a. Dokumentasi

# Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami : Sebuah Studi Atas Pemikiran., him. 107-108.

%A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Figh; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-Masalah Praktis, cet. ke-1,(Jakarta: Kencana, 2006), him. 27.
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Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data
berupa dokumen, terutama dari salinan putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta perkara No. 0321/Pdt. G/2011/PA.YKk., yang merupakan
sebagai data primer.

b. Interview (wawancara), yaitu data yang diperoleh dengan hasil
wawancara sebagai data pendukung. Adapun pihak yang
diwawancarai adalah Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang
menangani perkara poligami No. 0321/Pdt.G/2011/PA.YKk.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan
pendekatan atau mendasarkan pada aturan perundang-undangan yang
berlaku, dalam hal ini UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti
dengan berdasarkan al-Qur’an, hadis, kaidah figh, serta pendapat
ulama yang ada kaitannya dengan masalah poligami.

5. Analisis data
Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul, penyusun
menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu
dengan meneliti putusan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai
izin poligami perkara No. 0321/Pdt.G/211/PA.Yk., kemudian putusan

tersebut dianalisis secara deduktif apakah sudah sesuai dengan peraturan
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perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang ada (yuridis-

normatif).

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penyusunan skripsi ini secara singkat dipaparkan dalam
sistematika pembahasannya sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan pengantar secara keseluruhan, sehingga
dapat diperoleh gambaran umum yang akan dibahas dalam skripsi ini. Bab ini
terdiri dari 7 (tujuh) sub bab yakni : latar belakang masalah, yang memuat
tentang penjelasan mengapa penelitian ini perlu untuk dilakukan dan apa yang
melatar belakangi permasalahan ini. Pokok masalah, yakni bagian yang
menegaskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
Tujuan dan kegunaan penelitian, yakni penjelasan tentang tujuan dan kegunaan
yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Telaah pustaka, yakni pada bagian
ini menjelaskan secara singkat tentang hasil penelitian sebelumnya yang
pembahasannya berkaitan dengan masalah ini, sehingga dapat diketahui letak
perbedaanya. Kerangka teoritik, yakni kerangka berpikir yang digunakan
dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian ini. Metode penelitian,
yakni yang menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini,
baik dari segi jenis dan sifat penelitiannya maupun dari segi teknik
pengumpulan data dan cara analisisnya. Selanjutnya sistematika pembahasan,

pada bagian ini dijelaskan tentang sistematika pembahasan yang akan
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dilakukan dalam penelitian ini, sehingga tersusun sedemikian rupa secara
sistematis.

Bab kedua, merupakan sebagai dasar teori yang menjelaskan tentang
konsep poligami dalam Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bab ini terdiri dari lima sub bab yang
meliputi: pengertian poligami, dasar hukum poligami dalam Islam dan
Undang-undang Perkawinan Indonesia, syarat-syarat poligami menurut hukum
Islam dan syarat-syarat poligami menurut Undang-undang Perkawinan
Indonesia, serta pandangan ulama terhadap poligami.

Bab ketiga, merupakan pemaparan tentang putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta, sehingga pada bab ini dapat diketahui tentang duduk perkara izin
poligami No. 0321/Pdt.G/2011/PA.Yk., serta dasar dan pertimbangan hukum
yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara No.
0321/Pdt.G/2011/PA.Yk.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap dasar dan pertimbangan
hukum vyang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara No.
0321/Pdt.G/2011/PA.Yk. Bab ini merupakan inti dari pembahasan dalam
skripsi ini yang dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan yang ada.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran

yang berkaitan dengan penelitian ini.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penyusun kemukakan tersebut tentang
izin poligami perkara No. 0321/Pdt. G/2011/PA.YK., dapat disimpulkan :

1. Bahwa yang menjadi dasar dan pertimbangan Hakim dalam memutus
perkara ini adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan al-Qur’an
serta hadis Nabi saw. Secara umum dasar hukum Hakim dalam memutus
perkara ini sudah sesuai dengan peraturan-perturan tersebut. Hanya saja
dalam perkara tersebut tidak memenuhi salah satu syarat alternatif yang
disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan pasal 57 KHI, yakni Pengadilan Agama hanya
memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari
seorang apabila : (1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
isteri, (2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan, dan (3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim
dalam perkara ini adalah Hakim mempertimbangkan segi kemaslahatan

bagi pemohon dan termohon serta calon isteri kedua pemohon dan anak-
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anaknya. Dengan dasar dan pertimbangan tersebut Hakim memutuskan
untuk mengabulkan permohonan pemohon. Dalam hal ini, Hakim boleh
saja menyimpangi ketentuan yang ada dalam pasal 4 ayat (2) Undang-
undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 57 KHI tersebut,
jika memang itu lebih baik dan sesuai bagi pihak yang berperkara.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum yang
digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara izin poligami
No. 0321/Pdt. G/2011/PA.YK., tersebut telah sesuai dengan hukum Islam,
karena selain tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis, juga terdapat
unsur kemaslahatan dan menolak mafsadat di dalamnya, yakni untuk
melindungi calon isteri kedua pemohon dan anak-anaknya serta untuk
menghindari hal-hal yang dilarang agama seperti zina. Dengan demikian
diharapkan dapat mengatasi masalah sosial yang ada dalam masyarakat

sedikitnya.

B. Saran-saran

1. Bagi seorang muslim yang hendak menikah lagi (poligami) disarankan
untuk memikirkannya kembali dengan matang, karena beristeri lebih dari
satu adalah perkara yang tidak mudah dan mempunyai tanggungjawab
yang besar, selain harus mampu memenuhi keperluan-kepaerluan isteri-
isteri dan anak-anaknya juga harus mampu berlaku adil terhadap mereka.

2. Perlu adanya suatu usaha untuk mengetengahkan masalah poligami ini

dalam persepsi masyarakat umum, karena sebagian masyarakat memahami
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atau menganggap, bahwa poligami itu adalah sebagai sunnah, bahkan
wajib, tanpa melihat konteksnya terlebih dahulu. Sebaliknya ada juga yang
berpendapat bahwa poligami itu dilarang sama sekali dengan alasan

apapun tanpa melihat konteksnya terlebih dahulu.
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2

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil
terhadap (hak-hak) perempuan vyatim (bilamana kamu
menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu
senangi: dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu
khawatir tidak dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang
saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang
demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

12

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil
terhadap (hak-hak) perempuan vyatim (bilamana kamu
menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu
senangi : dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu
khawatir tidak dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang
saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang
demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

12

Dan kamu tidak akan dapat berbuat adil di antara isteri-isteri
(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena
itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu
cintai) sehingga kamu membiarkan yang lain terkatung-
katung.

14

Sesungguhnya Gailan bin Salamah as-Saqgafi masuk Islam
dan ia mempunyai sepuluh isteri pada waktu masih jahiliyyah
dan isteri-isterinya itu masuk Islam bersamanya, maka Nabi
Saw, memerintahkanya untuk memilih empat diantaranya.

17

Meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan.

BAB 11

26

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil
terhadap (hak-hak) perempuan vyatim (bilamana kamu
menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu
senangi : dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu
khawatir tidak dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang
saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang
demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
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27

Wahai keponakanku, yang dimaksud di dalam ayat ini (an-
Nisa’ ayat 3) adalah setiap perempuan yatim yang berada
dalam asuhan laki-laki yang menjadi walinya, di mana
penggunaan harta benda keduanya tercampur. Ketika laki-laki
tersebut tertarik kepada harta dan kecantikan perempuan
yatim yang ia asuh, lalu punya keinginan untuk menikahinya
tanpa mau memberikan mahar secara adil (selayaknya)
kepadanya, maka turunlah ayat ini yang berisi larangan bagi
para wali untuk menikahi perempuan yatim yang berada
dalam asuhannya, kecuali ia memberikan kepada perempuan
tersebut mahar secara adil (layak).

21

28

Sesungguhnya Gailan bin Salamah as-Sagafi masuk Islam
dan ia mempunyai sepuluh isteri pada waktu masih jahiliyyah
dan isteri-isterinya itu masuk Islam bersamanya, maka Nabi
Saw. memerintahkanya untuk memilih empat diantaranya.

22

28

Sulaiman bin Syababah bin Mugirah menceritakan kepada
kami, dari S abit dari Anas berkata : adalah Nabi Muhammad
Saw, memiliki sembilan isteri...

10

23

29

Dari Ma’mar dari al-Zuhri berkata: Isteri-isteri Nabi Saw.
adalah Khadijah binti Huwailid dan ‘Aisyah binti Abu Bakar
dan Umi Salamah binti Abu Umayah dan Hafsah binti ‘Umar
dan Ummu Habibah binti Abu Sufyan dan Juwairiyah binti
al-Haris dan Maimunah binti al-Haris dan Zainab binti
Jahs dan Saudah binti Zum’ah dan S afiyah binti Huyay.
Sembilan isteri selain Khadijah ini adalah isteri-isteri Nabi
yang tinggal bersama Nabi. Kemudian al-Kindiyah dari
keluarga Jun dan al-‘Aliyah binti Zabyan dari keluarga Amir
bin Kilab dan Zainab binti Khuzaimah dari keluarga Hilal.
Nabi Muhammad Saw, tidak menikah lagi sampai Khadijah
wafat. Nabi memiliki dua hamba sahaya, Mariyah al-
Qibt iyah dan Raihanah binti S am’an...




BAB Il

11

59

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil
terhadap (hak-hak) perempuan vyatim (bilamana kamu
menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu
senangi : dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu
khawatir tidak akan dapat berlaku adil maka (nikahilah)
seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu
miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat
aniaya.

12

59

Barangsiapa ada baginya dua isteri, lalu ia condong kepada
salah satunya, maka ia akan datang di hari kiamat dalam
keadaan badannya miring.

BAB IV

13

67

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil
terhadap (hak-hak) perempuan vyatim (bilamana kamu
menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu
senangi : dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu
khawatir tidak akan berlaku adil maka (nikahilah) seorang
saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang
demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

14

68

Sesungguhnya Gailan bin Salamah as-Sagafi masuk Islam
dan ia mempunyai sepuluh isteri pada waktu masih jahiliyyah
dan isteri-isterinya itu masuk Islam bersamanya, maka Nabi
Saw. memerintahkanya untuk memilih empat diantaranya.

15

68

Barangsiapa ada baginya dua isteri, lalu ia condong kepada
salah satunya, maka ia akan datang di hari kiamat dalam
keadaan badannya miring.

16

72

Sesungguhnya Gailan bin Salamah as-Saqgafi masuk Islam
dan ia mempunyai sepuluh isteri pada waktu masih jahiliyyah
dan isteri-isterinya itu masuk Islam bersamanya, maka Nabi
Saw. memerintahkanya untuk memilih empat diantaranya.

17

73

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan tagwa, dan janganlah kamu tolong menolong
dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

18

10

73

Meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan.

19

11

74

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus
berdasarkan/bergantung pada kemaslahatan.




BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imam Syafi’1

Nama lengkap beliau adalah Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Idris ibn
Abbas ibn Usman ibn Syafi’1 al-Quraisyi. Beliau lahir di Gaza Palestina pada
tahun 150 H (767 M) bertepatan saat wafatnya Imam Hanafi. Beliau belajar pada
Imam Malik di Madinah selama 9 tahun, dengan Imam Muhammad ibn Hasan
dan Imam Abu Y suf (keduanya adalah murid Imam Hanafi) di Kufah selama 2
tahun. Setelah itu, beliau pergi ke Persia dan negara-negara lain sebagai perantau
ilmu yang rajin sambil menyebarkan kitab al-Muwatta. Kemudian beliau pulang
ke Madinah menjumpai Imam Malik yang amat dihormatinya dan menetap di
sana. Imam Syafi’1 terkenal memiliki kecerdasan otak dan hafalan yang sangat
luar biasa. Di usia 9 tahun beliau telah hafal al-Qur’an, umur 10 tahun telah hafal
kitab hadis al-Muwatta karangan Imam Malik. Imam Syafi’1 wafat pada tahun 204
H dan dimakamkan di pemakaman Bani Zuhrah daerah Qarafah Shugra, terletak
di kaki Mugatham.

Muhammad ‘Abduh

Muhammad ‘Abduh lahir pada tahun 1849 dalam sebuah kelurga petani di
Mesir Hilir. la dididik oleh guru privat dan gari dari Quran. Ketika ia memasuki
usia tiga belas ia dikirim ke Mesjid Ahmadi yang merupakan salah satu lembaga
pendidikan terbesar di Mesir. Beberapa saat kemudian ‘Abduh melarikan diri dari
sekolah dan menikah. Dia terdaftar di al-Azhar pada tahun 1866. ‘Abduh
mempelajari logika, filsafat dan mistisme di al-Azhar University di Kairo. Dia
adalah seorang murid dari Jamal al-Din al-Afghani, seorang filsuf dan pembaharu
agama yang menganjurkan Pan-Islamisme untuk melawan kolonialisme Eropa.

Muhammad ‘Abduh disingkirkan dari Mesir selama 6 tahun pada tahun
1882, karena keterlibatannya dalam pemberontakan Urabi. Di Libanon, ‘Abduh
sempat giat mengembangkan sistem pendidikan Islam. Pada tahun 1884, ia pindah
ke Paris, dan bersama al-Afghani menerbitkan Jurnal Islam The Firmest Bond.
Salah satu karya ‘Abduh yang terkenal adalah buku yang berjudul Risalah at-
Tawhid yang diterbitkan pada tahun 1897.

Pada tahun 1877, ‘Abduh dianugerahi tingkat Alim dan ia mulai mengajar
logika, teologi dan etika di al-Azhar. la kemudian diangkat sebagai profesor
sejarah di Kairo dan guru akademi pelatihan Dar al-Ulum pada tahun 1878. la
juga ditunjuk untuk mengajar bahasa Arab di Khedivial School of Languages.
‘Abduh diangkat sebagai kepala editor al-lwaga al-Misriyya, surat kabar resmi
negara. Dia didedikasikan untuk mereformasi semua aspek masyarakat Mesir. Dia
percaya bahwa pendidikan adalah cara terbaik untuk mencapai tujuan ini. la



mendukung pendidikan semua agama yang baik, yang akan memperkuat moral
anak dan pendidikan ilmiah yang akan memupuk kemampuan anak.

M. Quraish Shihab

M. Quarish Shihab lahir di Raffang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16
februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia
melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil nyantri di Pondok
Pesantren Darul Hadis Al-Fagihiyyah. Pada tahun 1958, dia berangkat ke Kairo,
Mesir, dan diterima di kelas Il Tsanawiyah al-Azhar. Pada tahun 1967, dia meraih
gelar Lc (S-1) pada Fakultas Usuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-
Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan
meraih gelar MA untuk spesialis bidang tafsir al-Qur’an dengan tesis al-/ jaz al-
Tasyri’iy Li al-Qur’an al-Karim. Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke
Kairo untuk melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang lama.

Pada 1982 dengan disertasi berjudul Nazhm al-durar li al-Biga’iy, Tahqiq
wa Dirasah, di berhasil meraih gelar doktoralnya dalam ilmu-ilmu al-Qur’an
dengan yudisium Summa Cum Laude disertai penhargaan tingkat I (Mumtaz ma’a
martabat al-syaraf al-ula). Sekembalinya ke Indonesia, sejak tahun 1984, Quraish
Shihab ditugaskan di Fakultas Usuluddin dan Pasca-Sajana IAIN Syarif
Hidyatullah Jakarta (sekarang UIN). Selain itu, di luar kampus, dia juga
dipercayakan untuk menduduki berbagai jabatan, antara lain: Ketua Majelis
Ulama Indonesia (MUI) Pusat (tahun 1984), Anggota Badan Pertimbangan
Pendidikan Nasional tahun 1989 dan Ketua Lembaga Pengembangan. Dia juga
banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional antara lain: Pengurus
Perhimpunan Illmu-llmu Syari’ah, Pengurus Konsorsium Ilmu-limu Agama
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Asisten Ketua Umum Ikatan
Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Karya-karya beliau telah banyak
diterbitkan. Beliau juga terkenal sebagai pakar tafsir Indonesia. karya beliau yang
sudah diterbitkan antara lain: Tafsir al-Misbah 15 jilid (Jakarta: Lentera Hati,
1996), Membumikan al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1992), Wawasan al-Qura’n
(Bandung: Mizan, 1996), Mukjizat al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1998), dll.

As-Savyid Sabiq

Beliau lahir di Istanha, Mesir pada tahun 1915. Beliau menerima
pendidikan pertama di Kuttab. Kemudian beliau masuk perguruan tinggi al-Azhar,
pendidikan terkhir diperoleh di Fakultas Syari’ah (4 tahun) dan Takhasus (2
tahun) dengan gelar al-Syahadah al-‘Alamiah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat
itu) yang nilainya setingkat dengan ijazah doktor pada perguruan tinggi yang
sama. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang mempunyai reputasi



Internasional di bidang dakwah dan figh Islam. Karya monumental beliau adalah
di antaranya: Figh as-Sunnah, Aqaid fi al-Islam, Da 'wah al-1slam dan Islamuna.
Sebagian dari buku-buku ini telah diterjemahkan ke bahasa asing, termasuk
bahasa Indonesia. Namun, yang paling populer di antaranya adalah Fiqgih as-
Sunnah.

Muhammad Syahrir

Dr. Ir. Muhammad Syahriir adalah seorang pemikir asal Syiria, beliau
mengawali pendidikannya pada sekolah dasar dan menengah di al-Midan di
pinggiran kota selatan Damaskus. Pada tahun 1957 dia dikirim ke Saratow, dekat
Moskow, Rusia untuk belajar teknik sipil hingga tahun 1964, dan sepuluh tahun
kemudian dia kembali dikirim ke luar negeri untuk belajar di University College
di Dublin dan memperoleh gelar MA dan Ph. D di bidang mekanika tanah dan
teknik pondasi. Kemudian ia diangkat sebagai profesor Jurusan Teknik Sipil di
Universitas Damaskus (1972-1999).

Karyanya, disamping buku-buku yang terkait dengan teknik bangunan,
adalah: al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu’asirah (1992), Dirdasah Islamiyah
Muasirah fi ad-Dawlah wa al-Mujtama’ (studi Islam kontemporer tentang negara
dan masyarakat), al-Islam wa al-Imam: Manzumat al-Qiyam (Islam dan iman:
pilar-pilar utama), Nahwusul Jadidah li al-Figh al-1slami pada tahun 2000.

Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer lahir di Rajastan dekat Udaipur pada tanggal 10
maret 1940 dalam keluarga yang beraliran Syi’ah Ismailiyah. Adapun ayahnya
bernama Sheikh Qurban Husain, dan ibunya bernama Maryam. Ayahnya
merupakan seorang pemuka agama yang mengabdi kepada pemimpin keagamaan
Bohra. Melalui ayahnya, Asghar Ali Engineer mempelajari ilmu-ilmu keislaman
seperti teologi, tafsir, hadis dan figh. Bahkan ia juga pernah menempuh
pendidikan formal dari tingkat dasar dan lanjutan pada sekolah yang berbeda-
beda, seperti Hoshangahbad, Wardha, Dewas dan Indore. Adapun pendidikan
tingginya dimulai pada tahun 1956. Enam tahun kemudian, yaitu tahun 1962 ia
berhasil menyelesaikannya dan akhirnya memperoleh gelar doktor dalam bidang
Teknik Sipil dari Vikram University, India.

Asghar Ali Engineer juga adalah seorang aktifis sekaligus seorang da’i
yang memimpin sekte Syi’ah Ismailiyah yang berpusat di Bombay India. Untuk
diakui seorag da’i tidaklah mudah ia harus memnuhi 94 kualifikasi yang secara
ringkasnya di bagi empat kelompok. Pertama, kualifukasi-kualifikasi pendidikan.
Kedua, kualifikaasi-kualifikasi administratif. Ketiga, kualifkasi-kualifukasi moral.
Keempat, Kualifikasi-kualifikasi keluarga dan kepribadian.

VI



Sebagai seorang pemikir-reformis, lebih-lebih sebagai kapasitasnya
sebagai Directur Islamic of Studies di bombay dan mantan anggota Dewan
Eksekutif Universitas Jawaharlal Nehru India, Asghar sangat rajin dalam
menuangkan ide-ide pemikirannya di berbagai negara. Bahkan dalam
mensosialisasikan pemikirannya, Asghar aktif menulis dan juga sebagai
penyunting di berbagai penerbitan, sehingga tidak lebih dari 38 buku telah ia
terbitkan. Karya terpenting beliau adalah The Rights Women in Islam dan Original
and Development.

Khoiruddin Nasution

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapauli Selatan
(sekarang Kabupaten Mandailing Natal) Sumatera Utara, tanggal 8 oktober 1964.
Sebelum meneruskan pendidikan S-1 di fakultas Syari’ah IAIN (sekarang UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta ia mondok di Pesantren Musthafawiyah Purbabaru,
Tapanuli Selatan. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan lulus
bulan nopember 1989. Kemudian tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk
mengambil S-2 di McGiLL University Montreal Kanada dalam study Islamic
Studies. Kemudian mengikuti program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun
1996 dan mengikuti Sandwich Ph. D program tahun 1999-2000 di McGill
University dan selesai S-3 Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 2001. Beliau
merupakan dosen tetap pada Fakultas Syari’ah dan Hukum dan Pasca Sarjana
sampai sekarang.

Karya-karya beliau telah banyak diterbitkan antara lain: Riba dan
Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad ‘Abduh (Yogyakarta: Pustaka
PelajartACAdeMIA, 1996), Fazlur Rahman tentang Wanita, dan Hukum
Keluarga di Dunia Muslim Modern: Studi Perbandingan dan keberanjakan UU
Modern dari Kitab-Kitab Figh (Jakarta: Ciputat Press, 2003).
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PEDOMAN WAWANCARA

. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai praktek poligami dalam Islam ?

. Bagaimana menurut Bapak/lbu tentang ketentuan poligami yang ada dalam
UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI.?

. Apakah menurut Bapak/lbu kedua aturan tersebut masih efektif untuk
perkembangan masyarakat sekarang ?

. Apakah Bapak/lbu dalam memutuskan suatu perkara khususnya masalah
poligami selalu berpegang teguh kepada peraturan yang berlaku tersebut ?

. Bagaimana jika syarat poligami yang disebutkan dalam pasal 4 UU No. 1
tahun 1974 dan pasal 57 KHI tersebut tidak terpenuhi ?

. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang permohonan izin poligami pemohon
yang ada dalam perkara No. 0321/Pdt. G/2011/PA.Yk, yang mana alasan
pemohon adalah karena calon isteri kedua pemohon tersebut seorang janda
yang dikaruniai 3 anak dan juga karena pemohon ingin mempunyai anak lagi,
pada hal pemohon dengan isteri pertamanya sudah dikaruniai seorang anak
perempuan ?

. Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Bapak/Ibu
selaku Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, sehingga permohonan

pemohon tersebut dikabulkan ?

Vil



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :
Nama : Hj. Sri Murtinah, S.H., M.H.
Pekerjaan/Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.
Alamat : Demblaksari, RT. 04, Baturetno, Banguntapan, Bantul,
Daerah Istemewa Yogyakarta.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna
untuk penyusunan skripsi dengan judul “ Izin Poligami Karena Suami Ingin
Mempunyai Anak Lagi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta No. 0321/Pdt.G/2011/PA. Yk)” oleh Saudara :

Nama : Sahala HRP

NIM : 09350027

Jur : Al ahwal Al syakhsiyyah

Fak : Syari’ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijag Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Maret 2013

Pewawancara Pihak yang diwaw; ai
= —
(SAHALA HRP) ( Hj. Sri Murtinah, S.H., M.H.)

NIM. 09350027 NIP . 19580612 198603 2 001



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :
Nama : Drs. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.
Pekerjaan/Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.
Alamat

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna
untuk penyusunan skripsi dengan judul “ Izin Poligami Karena Suami Ingin
Mempunyai Anak Lagi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta No. 0321/Pdt.G/2011/PA. YK)” oleh Saudara :

Nama : Sahala HRP

NIM : 09350027

Jur : Al ahwal Al syakhsiyyah

Fak : Syari’ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijag Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya. .

Yogyakarta, 18 Maret 2013

Pewawancara /}Pjh/ak%‘wawancami
(SAHALA HRP) (Drs. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum)

NIM. 09350027 NIP . 19590827 198503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN. 02/AS/PP.009/1299 /2013 Yogyakarta, 19 Februari 2013
Lamp. : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal. : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada :

Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Di Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa
kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.

Oleh karena itu, kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan
ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Nama : Sahala HRP

NIM : 09350027

Semester : VII

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)

Judul Skrips : Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Lagi
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta
No. 0321/Pdt. G/2011/PA. Yk)

Guna mengadakan penelitian (riset) di Pengadilan Agama Yogyakarta.
Atas bantuan dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Tembusan:




PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / |JIN
070/1462/V/2/2013

mbaca Surat : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Nomor 1 UIN.O2/AS/PP.009/1299/2013
1ggal : 19 Februari 2013 Perihal : ljin Penelitian

ngingat :1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing,

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam
melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan
Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan
Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan

Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajlan
dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. W

JINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

ma . SAHALA HRP NIP/NIM ;09350027

mat : JL MARSDA ADISUCIPTO YOGYAKARTA

jul : 1ZIN POLIGAMI KARENA SUAMI INGIN MEMPUNYAI ANAK LAGI ( STUDI TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NO 0321/PDT.G/2011/PA.YK

@si . - Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA

ktu ;19 Februari 2013 s/d 19 Mei 2013

ngan Ketentuan

Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari
Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro
Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website
adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;

ljin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di
lokasi kegiatan;

lin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir
waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov. go.id;

Itj)lnly:ng diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang
erlaku

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 19 Februari 2013
A.n Sekretaris Daerah
Asnsteg Perekonomlan dan Pembangunan
/ -

nbusan :

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perizinan

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yang Bersangkutan




FLIVILININIALT NV I A T U TANANDN A

DINAS PERIZINAN
JI. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogjakota.go.id

SURAT IZIN
NOMOR : ... . .070/0465
1151/34
isar . Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/1462/V/2/2013 Tanggal :19/02/2013
ngingat . 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,

Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;

3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian,
Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan
pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan,
Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

inkan Kepada : Nama - SAHALA HRP NO MHS / NIM ;09350027
Pekerjaan - Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat - JI. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.

Keperluan © Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : IZIN POLIGAMI
KARENA SUAMI INGIN MEMPUNYAI ANAK LAGI (STUDI
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
NO : 0321/Pdt.G/2011/PA.YK)

<asi/Responden : Kota Yogyakarta
iktu © 19/02/2013 Sampai 19/05/2013
npiran . Proposal dan Daftar Pertanyaan
ngan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan iimiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak aipenuhinya

ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi

bantuan seperlunya

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Tanda tangan pada Tanggal : 19=2=2013
Pemegang Izin

SAHALA HRP

nbusan Kepada :

1 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY

3. Ka. Pengadilan Agama Yogyakarta ,
4. Ybs.
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PUTUSAN
Nomor: ----/Pdt.G/2011/PA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengadili
perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam
persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan
sebagaimana trrtera di bawah ini dalam perkara
permohonan ijin poligami pihak-pihak antara: ----------
PEMOHON, wumur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan -,

tempat kediaman di Kecamatan
Gondomanan, Kota  Yogyakarta.
Selanjutnya disebut sebagai
“PEMOHON" ;= = === - e e e -
LAWAN
TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan -,
tempat kediaman di Kecamatan
Gondomanan, Kota  Yogyakarta.
Selanjutnya disebut sebagai
“TERMOHON"; -----------c--------
Pengadilan Agama tersebut; -------------c-mmmoo o
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;----------
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta

memeriksa bukti-bukti di persidangan;------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat
permohonannya tertanggal 11 Juli 2011 vyang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta
dengan register Nomor: ----/Pdt.G/2011/PA.Yk tanggal 11
Juli 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -
1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Shafar 1410 H atau
tanggal 20 September 1987 Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul

(Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 20 September

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan
Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Gondomanan

Kota Yogyakarta sampai saat

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah
dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang
bernama ANAK, lahir di Yogyakarta, tanggal 20 Juli

1991, umur 19

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami)

dengan seorang perempuan:

Nama : CALON ISTRI KEDUA PEMOHON; ---

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
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Tempat tanggal lahir:Boyolali, 16 Oktober 1972;----

Umur : 38 tahun;---------------------
Agama : Islam;-----------------------
Pekerjaan e
Alamat : Kecamatan Gatak Kabupaten
Sukoharjo Propinsi Jawa
Tengah; ----------------------

sebagai “Calon 1Isteri Kedua

Pemohon”; -=-----=-e-mcomomonn
yang akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa
Tengah, dikarenakan calon 1isteri seorang janda
cerai mati dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak,
serta untuk mengikuti aturan/norma agama dan aturan
negara apabila hendak melakukan poligami;----------
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup
isteri-isteri Pemohon beserta anak-anakya, karena
Pemohon bekerja sebagai Dosen Arsitektur UII
Yogyakarta, dan mempunyai penghasilan setiap bulan
rata-rata minimal sebesar Rp.5.000.000,- (lima

juta rupiah) sampai Rp.10.000.000, - (sepuluh juta

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap

isteri-isteri Pemohon, sebagaimana surat

Disclaimer
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan berlaku adil
terlampir;--------------c-cmm oo

7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan
apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri
kedua Pemohon tersebut di atas, sebagaimana surat
pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu

terlampir, --------mm e

8. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon

telah memiliki harta bersama berupa:

a.1 (satu) unit Mobil Jeep CJ-5 tahun 1968,
dalam kondisi rusak (ndongkrok/
rongsok); -------------

b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki dalam
kondisi baik, dengan bukti kepemilikan atas
nama Salamun, alamat Jakarta, Merk kendaraan,
Kawasaki/ 130B KzX, Jenis kendaraan, SPD
Motor, Warna Hijau, Tahun Pembuatan 2005,
Nomor Polisi -, Nomor Chasis -, Nomor Mesin -,
sebagaimana

terlampir;-----------------mom e

c. 3 Unit Kipas Angin berdiri (Standing Fan)
kondisi

berfungsi;-----------------------------

Disclaimer
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d. 1 (satu) unit almari es, kondisi
baik;---------

e. 1 (satu) lembar karpet/
matras;-----------------

f.2 (dua) unit Laptop, kondisi
baik;-------------

g.1 (satu) unit printer Hp, kondisi
baik;--------

h.1 (satu) unit dispenser dan gallon, kondisi

9. Bahwa terhadap harta yang diperoleh selama
pernikahan dengan Termohon sebagaimana disebut di

atas (posita 7), Pemohon mohon agar ditetapkan

sebagai harta bersama Pemohon dan
Termohon;--------
10. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan

tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah

ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta

bersama antara Pemohon dengan
Termohon;------------
11. Bahwa orang tua dan keluarga calon isteri

kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan

apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua

Pemohon dan bersedia menjadi wali
nikah; -----------
12. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri

kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan

Disclaimer
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perkawinan, baik menurut syariat 1Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
a. Calon isteri kedua Pemohon dengan
Termohon bukan saudara dan bukan

sesusuan, begitupun antara Pemohon

dengan calon isteri kedua
Pemohon;------------c-cmmmmm oo

b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus

janda (cerai mati) dan tidak terikat

pertunangan dengan laki-laki

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera
memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya
memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut; --------
PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi izin Kkepada Pemohon untuk
menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua
Pemohon bernama CALON ISTRI KEDUA
PEMOHON; - - - - --- - -

3. Menetapkan harat gono-gini/harta bersama yang

berupa:

Disclaimer
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i. 1 (satu) unit Mobil Jeep CJ-5 tahun 1968,
dalam kondisi rusak (ndongkrok/
rongsok);-------------

j. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki dalam
kondisi baik, dengan bukti kepemilikan atas
nama Salamun, alamat Jakarta, Merk kendaraan,
Kawasaki/ 130B KzZX, Jenis kendaraan, SPD
Motor, Warna Hijau, Tahun Pembuatan 2005,
Nomor Polisi -, Nomor Chasis -, Nomor Mesin -,
sebagaimana

terlampir;-----------c2--“-------o oo

k. 3 Unit Kipas Angin berdiri (Standing Fan)
kondisi
berfungsi;-----------------------------

1.1 (satu) unit almari es, kondisi

m. 1 (satu) lembar karpet/

n. 2 (dua) unit Laptop, kondisi

0.1 (satu) unit printer Hp, kondisi

p.1 (satu) unit dispenser dan gallon, kondisi

Disclaimer
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4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum
yang
berlaku;-----------ccmm i
SUBSIDAIR
Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain mohon
putusan seadil-adilnya;--------=-----“-““--“--“--“--“"-----
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi
menghadap di persidangan, dan Majelis telah mendamaikan
kedua belah pihak berperkara, serta memerintahkan kedua
belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Hakim
Mediator Dra. Maria Ulfah, MH namun berdasarkan laporan
Mediator tanggal 28 Juli 2011 ternyata Mediasi tidak
berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada
perubahan; ---------- -
Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon
tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang isinya
membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan
menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon
tersebut;-------cmmmm e
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil
permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti
tertulis sebagai berikut: --------c---commma oo
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: - tanggal 8
April 2010 atas nama Pemohon, vyang aslinya
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang telah

Disclaimer
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bermeterai cukup dan setelah bukti tersebut
diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, diberi
kode dengan P.1; ----------mmmmmm o
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: - tanggal 13
Nopember 2010 atas nama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON
yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Gatak,
Kabupaten Sukoharjo yang telah bermeterai cukup
dan setelah bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan
dengan aslinya, lalu diberi kode dengan P.2;-------
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 20
September 1989 atas nama Pemohon dan Termohon yang
aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten
Bantul yang telah bermeterai cukup dan setelah
bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan
aslinya, lalu diberi kode dengan P.3;--------------
4. Fotocopy Surat Kematian - tanggal 23 Juni 2010 atas
nama SUAMI CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, yang aslinya
dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sraten, Kecamatan
Gatak, Kabupaten Sukoharjo yang telah bermeterai
cukup dan setelah bukti tersebut diperiksa dan

dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode dengan

5. Surat Keterangan Penghasilan tertanggal 6 Juli 2011
atas nama  PEMOHON(Pemohon) yang dibuat dan
ditandatangani oleh Pemohon vyang diketahui oleh
Lurah Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota

Yogyakarta dengan Nomor: - tanggal 6 Juli 2011.
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Setelah bukti tersebut diperiksa 1lalu iberi kode
dengan P.5; ------m oo oo
6. Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang
dibuat dan ditandatangani oleh Termohon tertanggal
8 Juli 2011 yang telah bermeterai cukup dan setelah

bukti tersebut diperiksa lalu diberi kode dengan

7. Surat Pernyataan bersedia menjadi isteri kedua yang
dibuat dan ditandatangani oleh TERMOHON tertanggal
8 Juli 2011 yang telah bermeterai cukup. Setelah

bukti tersebut diperiksa lalu diberi kode dengan

8. Surat pernyataan berlaku adil yang dibuat dan
ditanda tangani oleh Pemohon tertanggal 11 Juli
2011, telah bermeterai cukup dan setelah bukti
tersebut diperiksa, lalu diberi kode dengan P.8;---

9. Daftar Harta Gono Gini dengan isteri I yang dibuat
dan ditanda tangani oleh Pemohon tertanggal 6 Juni
2011 dan bermeterai cukup, yang diketahui oleh
Lurah Ngupasan dengan No.- tanggal 11 Juli 2011.
Oleh Majelis, bukti tersebut diperiksa, lalu diberi

kode dengan P.9; ---------------mmmmeme oo

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon
isteri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI KEDUA
PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan -,

bertempat tinggal di Kecamatan Gatak, Kabupaten
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Sukoharjo, vyang telah memberikan keterangan di depan
sidang sebagai berikut: ---------------"-"-"--------------

e Bahwa dia kenal dengan

Pemohon; --------------------

e Bahwa Pemohon menyatakan kehendaknya untuk
menjadikannya sebagai
isteri;----------------------

e Bahwa dia bersedia menjadi isteri Kkedua dari

e Bahwa dia telah mengetahui bahwa Pemohon telah
beristeri dengan

Termohon; -------------------------

e Bahwa Pemohon telah melamarnya pada bulan Januari

e Bahwa antara dia dengan Pemohon dan Termohon tidak
ada hubungan keluarga, hubungan sepersusuan atau
hubungan yang menghalangi untuk dilangsungkannya

pernikahan; ------------------------------------- -

e Bahwa dia berstatus janda cerai dan tidak dalam

keadaan dipinang orang

e Bahwa dia tidak keberatan dengan adanya penetapan

harta bersama Pemohon dan Termohon dan menyatakan
tidak keberatan dengan penghasilan

Pemohon;--------

Disclaimer
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Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan
dua orang saksi yang telah memberikan Kketerangan
dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut: ---------

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan -,
bertempat tinggal di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten
Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut:

e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi
teman pengajian dan dakwah Pemohon;------------

e Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan
isteri Pemohon;----------------------

e Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri
telah dikaruniai anak;-------------------------

e Bahwa Pemohon bekerja sebagai Dosen di UII
Yogyakarta; ----------------------"--------------

e Bahwa Pemohon akan menikah lagi secara
Poligami;-------------- e

e Bahwa Termohon mengijinkan Pemohon untuk menikah
lagi secara poligami; ------------------

e Bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah janda mati
dan telah dikaruniai 3 orang anak;--------

e Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri

kedua Pemohon tidak ada hubugan nasab atau
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hubungan yang dapat menghalangi dilangsungkannya
pernikahan; -------------------

e Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri keduanya,
dn pada saat ini calon isteri kedua Pemohon tidak
dalam pinangan orang lain; -------

2. SAKSI II, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan -,
bertempat tinggal di Kecamatan Pakem, Kabupaten
Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman

e Bahwa Pemohon ingin menikah lagi secara Poliganm,
namun saksi belum kenal dengan calon isteri kedua
pemohon;--------------------------

e Bahwa menurut ketarangan Pemohon, Termohon telah
mengijinkan Pemohon untuk menikah lagi;--

e Bahwa menurut keterangan Pemohon, Pemohon telah
melamar calon isteri kedua Pemohon;------------

e Bahwa antara calon isteri Pemohon dengan Pemohon
dan Termohon tidak ada hubungan keluarga maupun
hubungan sepersusuan; ----------

e Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Dosen di

UITI Yogyakarta;--------------------------------
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3. SAKSI III, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan
-, bertempat tinggal di Kecamatan Sawit, Kabupaten
Boyolali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

e Bahwa saksi keal dengan Pemohon sejak 5 tahun
yang lalu karena teman
dakwah;-----------------

e Bahwa saksi belum kenal dengan Termohon, namun
pernah melihat
Termohon; --------------moomo-

e Bahwa Pemohon 1ingin menikah lagi secara
poligami karena ingin punya anak lagi karena

sudah lama tidak dikaruniai

e Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua
Pemohon bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON

karena keponakan

e Bahwa calon isteri kedua Pemohon tersebut

berstatus janda dan dikarunia 3 orang

e Bahwa Pemohon telah melamar calon isteri

keduanya

tersebut; -------cc-emmm e
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e Bahwa antara calon isteri kedua Pemohon dengan

Termohon maupun dengan Pemohon tidak ada
hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat
mmenghalang dilangsungkannya pernikahan antara
Pemohon dan calon isteri kedua
Pemohon; --------

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada
lagi sesuatu yang akan disampaikan, selanjutnya Pemohon
dan Termohon mohon agar dijatuhkan putusan;------------

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan
ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum pada
berita acara persidangan yang merukunkan bagian tak

terpisahkan dari putusan inij;--------------------------

TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;----
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49
(ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang
telag diamanademen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta
penjelasannya, maka perkara ini secara absolut menjadi
wewenang Pengadilan Agama; -----------------------~------
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1
danpengakuan Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon

bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama
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Yogyakarta, oleh karena itu perkara ini secara relative
menjadi wewenang Pengadilan Agama Yogyakarta;------------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan
dan Hakim Mediator telah mengupayakan mediasi dan
perdamaian, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap
melanjutkan permohonan;----------------cmmoooo

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah
terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
yang Sah; --------- oo oo

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan
pada dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon 1ingin
menikah lagi secara poligami dengan seorang perempuan
bernama CALON ISTRI KEDUA  PEMOHONbinti  Sirotum
Mustagiim dengan tujuan untuk melaksanakan aturan
agama, calon isteri Pemohon tersebut berstatus janda
mati dan mempunyai tiga orang anak, dan keinginan
Pemohon tersebut telah disetujui oleh Pemohon sebagai
isteri pertama;--------------““-“-- oo

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon
tersebut, Termohon menyatakan membenarkan dan
menyatakan tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon
untuk berpoligami;------------------c--em oo

Menimbang, bahwa berdasarkan dail permohonan
Pemohon yang dibenarkan Termohon dan bukti P.9 telah
terbukti bahwa selama pernikahannya Pemohon dan

Termohon telah memiliki harta bersama berupa: ---------
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.1 (satu) unit mobil Jeep CJ-5 tahun 1968, kondisi

b. Kendaraan bermotor (roda dua) 1 (satu) unit merk
Kawasaki/130B KzZX tahun 2005 atas nama Salamun

dengan nomor polisi

c. 1 (satu) unit kipas angin berdiri (standing fan)

kondisi

d. 1 (satu) unit almari Es kondisi

e. 1 (satu) unit lembar karpet/

f.2 (dua) unit Laptop, kondisi

g. 1 (satu) unit Printer merk HP, kondisi

h.1 (satu) wunit Dispenser dan gallon, kondisi
baik; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 94 ayat (1)
dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka harta bersama
sebagaimana diuraikan di atas harus ditetapkan sebagai
harta bersama Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon

melangsungkan pernikahannya yang kedua;----------------
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Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon
dan Termohon serta keterangan saksi-saksi telah
terungkap fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai keturunan seorang anak perempuan bernama
ANAKlahir tanggal 20 Juli 1991 (umur 19 tahun); --------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi
SAKSI III, Pemohon sangat menginginkan keturunan lagi,
namun sampai saat ini bahkan anak Pemohon dan Termohon
telah berusia 19 tahun, antara Pemohon dan Termohon
tidak kunjung dikaruniai anak lagi;--------------------

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon
untuk menikah lagi tidak memenuhi ketentuan pasal 4
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 57
Kompilasi Hukum Islam sebagai syarat fakultatif ijin
poligami, namun karena Pemohon dan Termohon selama
perkawinanya hanya dikaruniai satu orang anak,
sedangkan Pemohon masih sangat menginginkan anak lagi,
dan sampai anak Pemohon dan Termohon berusia 19 tahun
Pemohon dan Termohon tidak kunjung dikaruniai anak
lagi, maka Majelis Hakim berpendapat keinginan Pemohon
tersebut merupakan suatu hal yang sangat wajar dan
manusiawi, oleh karena itu Majelis Hakim dalam hal ini

patut menyimpangi pasal-pasal tersebut di atas;--------
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Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Termohon

dan bukti P.5 dan P.8, telah terungkap fakta-fakta

e Termohon tidak keberatan dan telah mengijinkan

Pemohon wuntuk menikah 1lagi dengan calon isteri
keduanya yang bernama CALON ISTRI KEDUA

PEMOHON; - - -
e Pemohon bersedia untuk berlaku adil kepada isteri-

isterinya;----------c-mmmmmm e eee e

e Adanya penghasilan yang bisa menjamin untuk
kehidupan Pemohon dan Termohon serta calon isteri
kedua
Pemohon; ---------ccm i
Oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi
ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 jo pasal 41 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 59 ayat (1) dan (2)
Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi syarat
kumulatif ijin poligamij;----------=-----“----c--“"-------

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan calon
isteri kedua Pemohon dan bukti P.2 dan P.4 telah
terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah
berstatus janda mati dan tidak terikat dengan
perkawinan yang lain dan bersedia untuk menjadi isteri

kedua Pemohon;-------------------------~--~- -
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Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan
Termohon, keterangan calon isteri kedua Pemohon serta
keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon telah melamar
calon isteri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI
KEDUA PEMOHON dan pada saat Pemohon melamar, calon
isteri kedua Pemohon tersebut tidak dalam pinangan

orang lain;--------- oo e

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi
terungkap terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon
isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga
maupun sepersusuan atau hubungan lain yang dapat
menghalang dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon
dengan calon isteri kedua Pemohon;-------------c-u-u---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka
Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada
larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana
bunyi aturan pada pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo pasal 39 dan pasal 40 Kompilasi Hukum

Mengingat Al-Qur’an Surat An-Nisa’ayat 3 vyang
berbunyi: ----------- e
Yang artinya: “....Maka nikahilah wanita-wanita lain

yang kamu senangi dua, tiga atau empat,

kemudian jika kamu takut tidak akan
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dapat berlaku adil, maka kawinilah
seorang saja";--------------"-----------

Mengingat Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:
Yang artinya: “Apabila seorang laki-laki beristeri dua

kemudian tidak berlaku adil terhadap
keduanya, maka di hari kiamat nanti ia
dibangkitkan dalam keadaan miring
lambungnya atau tidak berlambung. Dan
adalah Nabi SAW yang seadil-adilnya dalam
memberi giliran kepada isteri-
isterinya” (Al Hasyiah Al Bujairimi Juz
III: 366); --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi
dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI KEDUA
PEMOHON patut dikabulkan;------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan
kepada Pemohon; ------------mmmmmm oo

Memperhatikan segala ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum
syara’yang berkaitan dengan perkara ini;--------------

MENGADTILTI
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1. Mengabulkan permohonan
Pemohon;--------------------
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON)

untuk menikah lagi secara poligami dengan seorang

perempuan bernama (CALON ISTRI KEDUA
PEMOHON) ; - - - - -
3. Menetapkan harta-harta berupa:

a.1 (satu) unit mobil Jeep CJ-5 tahun 1968, kondisi

b. Kendaraan bermotor (roda dua) 1 (satu) unit merk
Kawasaki/130B KzX tahun 2005 atas nama Salamun
dengan nomor polisi -;-------------"-------------

C.1 (satu) unit kipas angin berdiri (standing fan)
kondisi baik;-----------cccmmm e

d. 1 (satu) unit almari Es kondisi baik;-----------

e. 1 (satu) unit lembar karpet/matras;-------------

f. 2 (dua) unit Lap Top, kondisi baik);------------

g. 1 (satu) unit Printer merk HP, kondisi baik;----

h.1 (satu) unit Dispenser dan galon, Kkondisi

Sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon
sebagai isteri pertama;----------------------------
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh

biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus
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empat puluh satu ribu
rupiah);---------------------
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam

permusyawaratan Majelias Hakim Pengadilan Agama
Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011
Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1432 H,
oleh kami Drs. WILDAN TOJIBI, MSI. sebagai Ketua
Majelis, Dra. SITI FAUZIYAH, SH. dan Drs. H. AHMAD
ZUHDI, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota
dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh
ENDANG WINARNI,SH. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon; -------

Ketua Majelis

ttd

Drs. WILDAN TOJIBI, MSI.

Hakim Anggota I Hakim Anggota II

ttd ttd

Dra. SITI FAUZIYAH, SH. | Drs.H. AHMAD ZUHDI, SH, M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

ENDANG WINARNI, SH.
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Perincian Biaya Perkara
1. Pendaftaran Tk I: Rp 30.000, -

2. Panggilan : Rp 150.000, -
3. Biaya proses : Rp 50.000, -
4., Redaksi : Rp 5.000, -
5. Biaya materai : Rp 6.000, -
Jumlah : Rp 241.000, -

Salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera

Drs. MURSID AMIRUDIN
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Temp/Tgl Lahir
Jenis Kelamin
Alamat Jogja
Alamat Asal

Agama
Tinggi/Berat Badan
Contact Person
e-mail
Nama Orang Tua
1. Ayah
Nama
Pekerjaan
Alamat

2. Ibu
Nama
Pekerjaan
Alamat

Riwayat Pendidikan

¢ 2009-Skrg
¢ 2006-2009
¢ 2002-2005

© 1996-2002

Curriculum Vitae (CV)

: Sahala HRP

: Gunung Manobot, 12 Juni 1989

: Laki-laki

: J1. Tutul No. 1 Papringan, Depok, Sleman
: Gunung Manobot, Kec. Lubuk Barumun,

Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara

: Islam

:165 cm/45 kg

: 082163685385

: sahalahrp@ymail.com

: Amir Harahap
: Tani
: Gunung Manobot, Kec. Lubuk Barumun,

Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara

: Saibah Pohan
: Tani
: Gunug Manobot, Kec. Lubuk Barumun,

Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara

: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

: MAN Sanggau, Kalimantan Barat

: MTs. S Al-Mukhtariyah Sibuhuan, Padang Lawas,
Sumatera Utara

: SD Negeri 1 Gunung Manobot, Lubuk Barumun,
Padang Lawas, Sumatera Utara

Yogyakarta, 5 Juni 2013

s=

(SAHALA HRP)
NIM. 09350027
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